BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia pada tahun 1999 menjadi titik tolak
tumbuh  kembangnya desentralisasi fiskal yang sebelumnya
menganut sistem sentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini
berawal dari adanya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang
peran pemerintah daerah yang menjadi titik sentral dalam
penyelenggaran otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi UU
No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya
desentralisasi bertujuan antara lain: untuk melakukan efisiensi sektor
publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan
kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal,
meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan respon
terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Giannoni, 2002 dalam
Hardiningsih dan Oktaviani, 2013). Melalui sistem desentralisasi
fiskal pemerintah daerah memiliki beberapa wewenang diantaranya
melakukan pembelanjaan, dan kewenangan untuk memungut pajak
(taxing power).

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan
asas otonomi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah). Hal ini ditandai dengan adanya penyerahan

sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam



bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan-urusan wajib
diantaranya pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, UKM,
kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, komunikasi dan
informasi. Sedangkan, urusan pilihan diantaranya pertanian,
peternakan. perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri,
pariwisata dan kebudayaan.

Penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pemerataan
pembagunan di daerah. Selain itu, arah pembangunan akan semakin
jelas karena hanya daerah itu sendiri yang mengetahui kebutuhannya.
Tidak hanya itu, bila pembangunan daerah dapat berjalan dengan
baik maka, pelayanan umum akan meningkat pada akhirnya, akan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini, pembangunan yang ada
di Indonesia banyak berpusat pada wilayah Indonesia Barat atau
yang lebih dikenal dengan Jawa-sentris.

Ketimpangan pembangunan antara Indonesia barat dengan
Indonesia Timur seringkali menimbulkan kesenjangan yang sangat
jauh dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah
kesadaran untuk dapat meratakan pembangunan yang ada di
Indonesia. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur
bagaimana otonomi daerah berjalan dengan baik salah satunya
dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat tidak dapat lepas dari adanya peran

masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah



dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Seringkali, hubungan
keagenan ini menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan ini
timbul disebabkan oleh pemerintah daerah selaku agen menjalankan
semua fungsi pemerintahan dan dianggap paham mengenai birokrasi
dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang
mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah
daerah dapat mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk
mendapatakan keuntungan pribadi, mengalokasikan komponen
belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan, serta mengusulkan
jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan
anggaran setiap kegiatan. Seharusnya, pemerintah daerah selaku
agen harus mensejahterahkan masyarakatnya sebagai prinsipal dalam
hal peningkatan pelayanan publik yang dapat dirasakan secara
langsung, sehingga pelaksanaan desentralisasi dapat dikatakan
berhasil.

Suatu daerah yang dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan
desentralisasi apabila daerah tersebut dapat melaksanakan fungsinya
dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari standar
pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam bentuk pembangunan  manusia
(Vegirawati, 2012). Pembangunan manusia dapat tercemin dengan
adanya indeks pembangunan manusia. Apabila indeks pembangunan
manusianya rendah, maka akan menentukan tingkat kesejahteraan
individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum (Christy dan Adi, 2009).



Realitas yang ada bahwa nilai IPM untuk wilayah timur
Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan Kabupaten Nduga (Papua)
memiliki angka terendah berjumlah 49,29%. Angka ini merupakan
yang terkecil daripada rata-rata IPM Indonesia berjumlah 73,81%
pada tahun 2013 (www.bps.go.id). Hal inilah yang mendorong
pemerintah saat ini yang ingin melakukan pembangunan dari
kawasan Timur Indonesia melalui sembilan program prioritasnya
agar kesejahteraan masyarakat di Wilayah Indonesia dapat merata.

Untuk dapat meningkatkan pencapaian IPM, pemerintah daerah
memiliki kebijakan berupa belanja daerah yang terdiri dari belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari: belanja
pegawai, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja
langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi, belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh Christy dan Adi (2009) yang menyatakan bahwa
belanja modal berpengaruh terhadap IPM.

Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah alokasi belanja modal
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari
tingkat IPM. Misalnya saja, alokasi belanja modal dalam bentuk
peningkatan layanan dasar bidang kesehatan, maka peningkatan ini

mengakibatkan meningkatnya salah satu komponen dalam indeks
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pembangunan manusia yaitu indeks kesehatan. Jika pemerintah
daerah mengalokasikan belanja modalnya untuk perawatan sekolah
rusak atau pemberian buku tulis gratis hal ini akan meningkatkan
juga komponen indeks pembangunan manusia dalam bidang
pendidikan. Peningkatan standar hidup layak dapat dilihat dari
bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal pemberian hewan
ternak bagi masyarakat yang ingin memiliki usaha, sehingga
diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang.

Untuk meningkatkan pelayanan publik seharusnya anggaran
belanja modal relatif besar. Pada kenyataaannya belanja modal yang
dialokasikan oleh beberapa daerah dalam Anggaran Belanja dan
Pendapatan Daerah (APBD) jumlahnya jauh lebih kecil
dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai. Melihat adanya
kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah daerah yang
kurang diperhatikan, pemerintah daerah seharusnya dapat
mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis
digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin (Wandira, 2013).

Fakta menunjukkan bahwa belanja pegawai terhadap total
belanja di wilayah timur Indonesia adalah lebih dari 50% (Deskripsi
dan analisis APBD 2014). Hal ini bertolak belakang dengan alokasi
belanja modal di wilayah timur Indonesia yang hanya sebesar
23,08% di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya
belanja pegawai dapat memberatkan pemerintah daerah bila dana
tersebut diarahkan untuk belanja modal. Selain itu, banyak

terbentuknya daerah otonom baru setelah masa reformasi disinyalir



mengakibatkan banyaknya kebutuhan akan pegawai baru yang
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Permasalahan ini lah yang akan coba diselesaikan oleh Presiden
Republik Indonesia saat ini yaitu Joko Widodo dalam sembilan
program prioritas dalam pemerintahannya. Presiden juga akan
mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi biaya rutin dan
mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik melalui,
adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah
melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur
dalam jangka waktu yang memadai (www.kpu.go.id).

Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah
khususnya belanja modal berasal dari sumber-sumber penerimaan
daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dapat berupa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh
suatu daerah, maka dana tersebut akan dapat meningkatkan alokasi
untuk belanja modal. Tentunya pemerintah daerah harus
meningkatkan sumber pendapatan terutama pendapatan asli
daerahnya.

PAD adalah sumber pendapatan yang murni berasal dari
pemerintah daerah yang digunakan untuk melakukan perbaikan
pelayanan publik. PAD sendiri terdiri dari pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi

belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik



semakin baik (Arwati dan Hadiati, 2013). Selain itu, semakin tinggi
PAD suatu daerah, maka suatu daerah itu akan dapat dikatakan
mandiri.

Pendapatan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri
namun, pemerintah pusat juga memberikan pendapatan kepada
daerah dalam bentuk dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 33
Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Penghasilan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil
dapat berupa pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB),
pajak penghasilan Pasal 21, pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri, dan penghasilan dari sumber daya alam dan
cukai. Sedangkan, DAU suatu daerah didapatkan berdasarkan
kriteria aspek tertentu dan keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-
Undang. Untuk alokasi DAK berdasarkan pendanaan Kkegiatan
khusus yang ditentukan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas
nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan pemerintah
daerah. Besarnya dana yang diterima oleh pemerintah daerah
seharusnya digunakan dengan baik untuk kepentingan rakyat agar
kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks pembangunan
manusia dapat meningkat. Namun, banyak penelitian dan fakta yang
ada mengatakan besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah

daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Tantangan inilah yang harus dipecahkan bagaimana suatu daerah
yang memiliki potensi yang besar dan dana yang besar tetapi,
masyarakatnya belum mampu sejahtera.

Penelitian ini  berusaha menguji  faktor-faktor  yang
mempengaruhi belanja modal dan konsekuensinya terhadap indeks
pembangunan manusia pada wilayah timur Indonesia pada tahun
2009-2013. Hal ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian bahwa
belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan
manusia di Jawa Tengah (Christy dan Adi, 2009). Penelitian tersebut
mempunyai hasil yang berbeda dengan Sumiyati (2011) yang
mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan belanja modal
tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM 2008 di Jawa
Barat. Hal ini dikarenakan terdapat variabel lain yang lebih

berpengaruh daripada variabel dalam modelnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat
dirumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini
sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap
Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal
kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia?

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks
Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal kabupaten

dan kota di wilayah timur Indonesia?



3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal kabupaten
dan kota di wilayah timur Indonesia?

Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal
kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dipaparkan seperti berikut ini:

1.

Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal
kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia.

Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap
Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal
kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia.

Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap
Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal
kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia.

Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks
Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal kabupaten

dan kota di wilayah timur Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang

baik kepada beberapa pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat praktik, dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai tolak ukur penerapan
desentralisasi di Indonesia.

2. Manfaat akademik, dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam
pembuatan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan laporan.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Dalam bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan

teori, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi
operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian

hipotesis.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari objek
penelitian. Pada bab ini menjelaskan secara sistematis hasil
dari penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan
perbandingan hasil antara penelitian ini dengan yang terdahulu.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini
juga menjelaskan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran
yang bisa digunakan sebagai acuan oleh peneliti-peneliti lain

di masa yang akan datang.



